
 

 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

 
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
NOMOR  17   TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN 2005 – 2025 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 
 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3)       
huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Selatan perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun ; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah dan dengan memperhatikan Surat Edaran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 050/20201SJ tentang Petunjuk 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, dalam 
rangka pengintegrasian Perencanaan Pembangunan Daerah 
dalam Sistem Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi wajib 
menyusun RPJPD yang memuat visi, misi dan arah 
pembangunan daerah  dengan mengacu pada RPJP Nasional ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 ; 

 
Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia              
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3699) ; 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 
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4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;   

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4405) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia      
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4406) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005     
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593) ; 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia       Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,           
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817) ; 

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang                   
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan ;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006               
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006                
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006               
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; 

20. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9                      
Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2000 Nomor 14) ; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5             
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 
Nomor 5) ; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6             
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja  
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) ; 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

dan 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  :   PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN 2005-2025. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 

2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 

5. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi                  
Kalimantan Selatan. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025                             
yang selanjutnya disingkat  RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan 
daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005                        
sampai dengan tahun 2025. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) 
tahunan, yaitu RPJMD Kalimantan Selatan I Tahun 2006–2010, RPJMD Kalimantan 
Selatan II Tahun 2011-2015, RPJMD Kalimantan Selatan III Tahun 2016-2020 dan 
RPJMD Kalimantan Selatan IV Tahun 2021-2025. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD daerah adalah 
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

 
 

BAB II 

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA PANJANG DAERAH 

 
Pasal 2 

 
(1) RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 merupakan penjabaran   dari 

RPJP Nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Provinsi. 

(2) RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun 
RPJPD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota. 

(3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan 
RPJMD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan program Bupati/Walikota. 

(4) RPJMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan 
mengacu pada RPJPD Provinsi. 
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(5) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari 
kekosongan rencana pembangunan nasional, Gubernur yang sedang menjabat 
pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode jabatan Gubernur 
berikutnya. 

(6) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai pedoman 
untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode 
jabatan Gubernur berikutnya. 

 
Pasal 3 

 
RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

 
BAB III  

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 4 
 

Dalam hal terjadi keadaan darurat (force Majeur) disebabkan oleh bencana alam                 
atau hal-hal lain yang bersifat tidak terduga, Gubernur dapat menetapkan perubahan 
RPJPD 2005-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan berpedoman 
pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 5 
 

(1) RPJPD Kabupaten/Kota yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan wajib 
disesuaikan dengan RPJPD Provinsi paling lama 6 (enam) bulan setelah 
diundangkannya Peraturan Daerah ini. 

(2) RPJMD Kabupaten/Kota yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan wajib 
disesuaikan dengan RPJPD Kabupaten/Kota yang telah disesuaikan                     
dengan RPJPD Provinsi paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya 
Peraturan Daerah ini. 

 
 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur                  
dan/atau Keputusan Gubernur.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Pasal 7 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 
 
 
      Ditetapkan di Banjarmasin 
      pada tanggal  31 Juli 2009  
      
 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 

ttd 
 
 

H. RUDY ARIFFIN 
 
Diundangkan di Banjarmasin 
pada tanggal 31 Juli 2009  
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
       KALIMANTAN SELATAN, 
  
                        ttd 
 
 
         H. M. MUCHLIS GAFURI 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

TAHUN 2009 NOMOR  17 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

NOMOR   17    TAHUN 2009 
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

TAHUN 2005 - 2025 
 
 
I. UMUM 
 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2005-
2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. 
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2005-
2025 menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/kota dalam menyusun Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan 
program Bupati/Walikota. 
 
Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Selatan perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

 

 
II. PASAL DEMI PASAL 
 

 Pasal 1 
 Cukup jelas. 

 Pasal 2 

 Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 

Pasal 6 

 Cukup jelas. 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 
TAHUN 2009 NOMOR 16 


